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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR \% TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kota Banda Aceh, di
antaranya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh;

b. bahwa untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
(APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 diperlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dalam
suatu Keputusan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (ngnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh
di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II. Banda Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



11.

12.

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi,. Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 322);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ‘

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

16.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

17.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahai telah diubah
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

18.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda
Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2025 Nomor 5);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 1
Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor
43). h

MEMUTUSKAN :

&

Menerima dan menyetujui Rancangan Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026,
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, untuk ditetapkan
menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebesar
Rp. 1.311.976.555.774,- dengan perincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerahh ....cc.oeeimvesanins Rp. 1.311.976.555.774,-
2. Belanja Daerah  ..ssssaasisesasveoss ssesns Rp. 1.319.176.555.774,-
Surphas /(Defisit) .....ccocoiiiiiiiiininnnnn. Rp. {7.200.000.000),-

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan .............. Rp. 10.000.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan .............. Rp. 2.800.000.000,-
Pembigyaan Netto .. ccssemossmsunssissss Rp. 7.200.000.000,-

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SiLPA) Tahun Berkenaan ................... Rp. 0,-

: Usul, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan, Pandangan
Umum Anggota Dewan, serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan
terhadap Nota Keuangan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2026, yang
disampaikan pada Masa Persidangan I Tahun 2025/2026 Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum



dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini, supaya wajib dijadikan landasan oleh Eksekutif
dalam penjabaran kegiatan Pasal-pasal dalam Qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 November 2025 M

05 Jumadil Akhir 1447 H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;

2. Wali Kota Banda Aceh di Banda Aceh;

3. Inspektorat Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal.......c.........




